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ABSTRAK
 

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

di Kabupaten Sumbawa Barat 

Sri Sulastiati 

Universitas Terbuka 

lasti.ino@gmail.com 

Kata Kunci : peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang danjasa 
pemerintah 

Permasalahan dari penelitian ini adalah masih adanya pengaduan dari 
masyarakat yang diterima oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa. Penyebab masih adanya pengaduan akan dianalisa dari beberapa 
faktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Dengan menggunakan metode tersebut dapat lebih optimal mengingat 
implementasi kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam hal ini 
khusus jasa konstruksi di jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 
merupakan indikator sukses tidaknya peran yang dimiliki. Instrumen penelitian ini 
adalah berupa wawancara dan studi kepustakaan. HasH penelitian menunjukkan 
bahwa dapat diketahui sebenarnya yang menjadi problematika kebijakan dalam 
pengadaan jasa konstruksi dapat dipilah dan diamati dalam dua faktor, yaitu faktor 
internal dan eksternal antara lain kurangnya sumber daya manusia yang mengerti 
dan berpengalaman dalam bidang pengadaan jasa konstruksi, kurangnya 
sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 berserta perubahannya, kurangnya dukungan 
masyarakat jasa konstruksi dalam penerapan Perpres 54 tahun 2010, dan 
kurangnya pemahaman para peserta yang ikut pelelangan terhadap dokumen 
pelelangan. UNIV
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ABSTRACT
 

Analysis ofPolicy Implementation ofPresidential Regulation No. 54 Year 2010 
On Government Procurement in West Sumbawa 

Sri Sulastiati 

Universitas Terbuka 

lasti.ino@gmail.com 

Keywords: presidential decree number 54 of 2010, procurement of goods and 
services government. The problem of this study is the persistence of complaints 
from the public received by the Procurement Unit ofGoods and Services of West 
Sumbawa regency administration on the procurement ofgoods and services. The 
cause of the persistence of the complaints will be analyzed from several factors. 
The method used in this study is a qualitative method. By using these methods can 
be optimized considering the implementation of policies in the procurement of 
goods services in this specialized construction services in the ranks of the 
Government of West Sumbawa Regency is an indicator ofsuccess or failure ofthe 
role they have. This is a research instrument in the form of interviews and 
literature study. The results of research showed that can be known is actually 
which become problematics ofpolicy in the procurement of construction services 
can sort, and be observed within two factors, namely internal factors and external 
among others lack of human resources who understand and experienced in the 
field ofprocurement ofconstruction services, lack ofsocialization Perpres 54 the 
year 2010 u including its amendment, lack of community support construction 
service inside the application of Perpres 54 the year 2010, and lack of 
understanding the participants who participated auctions against tender 
document. 
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DAD II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Penelitian Terdahulu 

Daswin Effendi melakukan penelitian tahun 2006 tentang proses 

pelaksanaan kebijakan pengadaan jasa konstruksi sebagai implementasi kebijakan 

Kepres 80 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota 

Banda Aceh. Dalarn penelitian tersebut, diteliti bagaimana implementasi 

kebijakan dan faktor-faktor yang mendukung dan mengharnbat implementasi 

kebijakan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah 

pengadaan jasa konstruksi. 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa proses 

pengadaan jasa konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah 

Kota Banda Aceh telah dapat dilaksanakan walaupun masih banyak hambatan, 

seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah memiliki 

sertifikasi keahlian pengadaan jasa kostruksi serta sosialisasi dan pemaharnan 

tentang Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang masih kurang, terutama 

pada masyarakat dan penyediajasa konstruksi. 

Djarn'iyah, melakukan penelitian pada Tahun 2008 tentang Pengadaan 

barang dan jasa publik dalarri rangka pelaksanaan kerjasarna daerah dengan pihak 

ketiga di Kabupaten Pekalongan. Mengingat pengertian kerja sarna daerah dapat 

berupa kerja sarna antar daerah, kerja sama antara pemerintah daerah 
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Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah Provinsi, dan kerja sarna daerah 

dengan pihak ketiga, maka untuk membatasi penelitian dan lebih memfokuskan 

penelitian, penulis membatasi pada kerja sarna daerah dengan pihak ketiga, dan 

sebagai objek penelitiannya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Wujud dari 

penyelenggaraan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan pemberian 

kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung 

tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga 

semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah 

diharapkan marnpu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Narnun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersarnaan pemerintah 

daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan terbatasnya 

kemarnpuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini 

mengakibatkan pemerintah daerah dituntut untuk marnpu memiliki visi wirausaha, 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sedapat mungkin 

memberikan tambahan pendapatan terhadap kas pemerintah daerah. Pembenahan 

internal seperti penerapan efisiensi, kontrol, penegakan aturan hukum, dan 

pengembangan berbagai measurement dalarn sektor publik merupakan salah satu 

cara yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

Ari Dwisantoso melakukan penelitian pada tahun 2010 tentang kajian 

Implementasi pengadaan barang dan jasa secara Elektronik (E-Procurement) studi 

kasus pengadaan barang dan jasa pembangunan yang dilaksanakan di Masjid 
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Raya Sumatera Barat tahap ke-2. 

Pentingnya E- Procurement tidak hanya dirasakan pihak penyedia dan jasa 

tetapi juga oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pengadaan barang dan jasa yang 

efisiensi dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan 

pengelolaan keuangan negara yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, 

komunitas, dan informasi. 

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1) Tahap pelaksanaan lelang pembangunan masjid raya Sumatera Barat tahap 

ke-2 telah sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003. 

2)	 Setiap pihak yang terlibat dalam lelang masjid raya Sumatera Barat tahap ke­

2 telah melakukan tugasnya sesuai Kepres 80 tahun 2003 dan Peraturan 

Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009. 

3)	 Masa pelaksanaan tahapan dalam proses lelang umumnya lebih panjang dari 

peraturan yang ditetapkan. Hal ini bukanlah suatu yang bertentangan karena 

dalam peraturan hanya ditetapkan batas minimal pelaksanaan suatu tahap 

pelelangan, jadi untuk penetapan waktu sesungguhnya diserahakan 

sepenuhnya kepada panitia lelang yang bersangkutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rino A. Nugroho (2011) yaitu Monitoring 

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Internet di Departemen Pekerjaan 

Umum. Berdasarkan Monitor,ing Kebijakan Pengandaaan Barang dan Jasa melalui 

Internet di Departemen Pekerjaan Umum, ditemukan informasi bahwa pengadaan 

barang dan jasa pemerintah melalui internet mampu meningkatkan transparansi 

dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi selama kebijakan diimplementasikan 
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transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, hingga saat ini pemerintah 

belurn s~penuhnya terlaksana karena adanya hambatan non teknis khususnya 

hambatan yang terkait dengan Surnber Daya Manusia (SDM). 

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Mulyono, Martoyo, dan Endang Indri 

Listiani (2013) mendeskripssikan dan menganalisis implementasi sistem 

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa 

konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. 

Ha~il penelitian menunjukkan. bahwa pengadaan jasa konstruksi pada 

Dinas PU Kota Pontianak sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini 

dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, 

transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme 

dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU 

Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di 

Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE. Hanya saja terlepas dari 

manfaat penerapan e-procurement, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit 

untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang. 

Kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang, tetapi 

persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belurn sepenuhnya dapat 

diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi 

e-procurement yaitu masih b~yak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang 

kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan 

sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan 
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internet masih senng mengalami ganguan, karena belwn didukung dengan 

infrastruktur yang memadai. 

2. Konsep Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah 

Policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belwn diketahui 

terjemahan yang tepat istilah Policy ke dalam Bahasa Indonesia (Soekamo, 

1998:39). 

Adapun menurut Hoogerwerf (Sjahrir, 1988:66), pada hakekatnya 

pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, 

merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah 

dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Dewasa ini istilah 

kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan 

tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada wnumnya (Jones, 

1991 :116) 

Kebijakan publik yang dimaksud disini adalah Kebijakan Publik atau 

kebijakan wnwn yang artinya adalah. kebijakan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat wnwn yang sifatnya mengikat karena kebijakan ini merupakan suatu 

keputusan politik yang lebih menguntungkan kepentingan masyarakat luas, baik 

yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, 

sebagaimana Islamy (2000: 18) dimana Thomas R. Dye mengatakan bahwa 

"apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan 

(objeknya) dan kebijaksanaan negara itu hams meliputi semua tindakan 

pemerintah. Atau kebijakan pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak 
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dilaksanakan negara, hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah akan mempunyai pengaruh (darnpak) yang sarna besarnya dengan 

sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah". 

Dengan memperhatikan pemyataan ini maka antara kebijaksanaan dan 

kebijakan dapat mempunyai pengertian yang sarna dengan kebijaksanaan politik 

atau kebijaksanaan umum,' baik yang harus dilakukan maupun yang tidak 

dilakukan karena sarna-sarna mempunyai pengaruh yang besar. 

Sejalan dengan uraian di atas maka proses kegiatan politik dengan 

administrasi negara dapat berjalan secara bersama-sarna dalarn rangka untuk 

menggerakkan kehidupan dan mengembangkan negara dalarn mewujudkan cita­

cita bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang merupakan 

realisasi, respon atau tanggapan terhadap keinginan rakyat, kemauan bangsa dan 

kehendak negara itu diwujudkan dalarn sikap, langkah dan perubahan yang 

ditetapkan dan dilakukan oleli Pemerintah. 

Seiring dengan beberapa pengertian tersebut maka setiap kebijakan yang 

sudah ditentukan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan cermin dari seluruh 

kemauan luas sehingga fungsi pemerintah hanya sebagai penarnpungan aspirasi 

masyarakat dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 

Sebagaimana dikutip Islarny (2000: 19) bahwa menurut Anderson 

implementasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah : 

1.	 Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan 

yang berorientasi pada tujuan. 

2.	 Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 

pemerintah. 
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3.	 Bahwa tindakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan 

beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu pemyataan akan 

melakukan sesuatu. 

4.	 Bahwa kebijakan negara itu bisa positif dalam arti merupakan bentuk 

tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif 

dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu. 

5.	 Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif 

didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan 

bersifat memaksa (otoritatif). 

Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian 

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai 

tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, 

maka Islamy (2000:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan 

publik yaitu : 

1.	 Kebijakan publik itu berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

2.	 Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam 

bentuk yang nyata. 

3.	 Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan 

sesuatu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. 

4.	 Kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh 

anggota masyarakat. 

Berlandaskan pada uralan tersebut di atas tentu suatu kebijakan 

mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk menguntungkan masyarakat luas yang 
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berisi pola atau tindakan pada pejabat pemerintah yang tersurat (Dokumentasi) 

maupun yang tak tersurat (Non-Dokumentasi) yang diwujudkan dalarn peraturan 

pemerintah daerah yang berupa harapan-harapan untuk dapat mengikuti kebijakan 

yang telah dibuat dan dimengerti tentang maksud dan tujuannya hingga semua 

lapisan masyarakat akan menerima hasil dari kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. 

Pada umumnya masyarakat menginginkan atau membutuhkan sesuatu 

kebijakan pemerintah sebab merasa dirinya ingin arnan, ingin dilindungi oleh 

hukum, ingin memiliki kebebasan dan sebagainya, sehingga faktor kebijakan ini 

merupakan suatu kebutuhan' utama dalarn kehidupan berbangsa dan bemegara 

karena dengan setiap perbuatan atau berbuat sesuatu dengan jujur atau garis yang 

semestinya. 

Sebagaimana yang telah diutarakan tadi bahwa setiap kebijakan 

mempunyai tujuan yang jelas dan menguntungkan masyarakat luas, oleh karena 

itu untuk merumuskan (Agenda Formulasi Kebijakan) sesuatu kebijakan 

memerlukan banyak aktor, yang mana tiap-tiap aktor saling mempunyai peranan 

dan kepentingan masing-masing, menurut Anderson yang dikutip oleh Islarny 

(2000:79) bahwa: 

"Kepentingan kebijaksanaan, suatu masalah dapat diartikan secara formal 

sebagai kondisi atau situasi yang mengahasilkan kebutuhan-kebutuhan atau 

ketidakpuasan pada rakyat yang mana .hal itu dilakukan oleh mereka yang secara 

langsung terkena akibat oleh masalah itu atau orang yang punya tanggung jawab 

untuk hal itu". 
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Dye (1992) menjelaskan bahwa "public policy is whatever governments 

choose to do or not to do" (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Rose (dalam Winarno, 

1992:3) menyatakan bahwa kebijakan dipahami sebagai "serangkaian kegiatan­

kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya 

bagi mereka yang bersarrgkutan daripada sebagai keputusan tersendiri." 

Sedangkan Friedrich (Wahab, 2005:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambantan-hambatan serta 

memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisisasikan suatu sasaran atau maksud. 

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, 

didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang 

saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2000:22) membagi 

proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni : 

1. Penyusunan agenda kebijakan 

2. Forrnulasi kebijakan 

3. Adopsi kebijakan 

4. Implementasi kebijakan 

5. Evaluasi kebijakan. 

Menyimpulkan pengertian mengenai kebijakan publik diatas Islamy 

(2000:21) berpendapat bahwa: "Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan 

yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 
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seluruh masyarakat". Implikasi dari pengertian tersebut adalah: I) Kebijakan 

publik bentuk perdananya adalah menetapkan tindakan-tindakan, 2) Kebijakan 

publik bentuk itu tidak hanya dinyatakan tetapi juga dilakukan dalam bentuk 

nyata, 3) Setiap kebijakan publik dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, 4) 

Kebijakan publik pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan seluruh 

masyarakat. 

Banyak sekali pengertian mengenai "Kebijakan Publik" yang telah 

diungkapkan oleh para pakar. Kebijakan publik mempunyai makna yang sangat 

luas, namun karena luasnya makna dari kebijakan publik tersebut maka dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa varisasi. Salah satunya yaitu memahami 

konsep kebijakan publik dari aspek kedalaman yang di dalarnnya mencakup 

beberapa varian: 

a. Kebijakan sebagai Keputusan 

I) Pertarna adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik 

dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap 

bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan 

publik. 

2) Kedua adalah pendapai dari para ahli yang memberikan khusus pada 

pelaksanaan kebijaksanaan. 

Edwards dan Sharkansky (Suwitri, 2008: 10), mengatakan bahwa: 

Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh Pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai 

program pemerintahan. Edward dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan 
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bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah. 

Purwanto (1997) dalam tesisnya "Kebijakan Otomotif Di Indonesia 1966­

1996: Memahami Konteks Politik Proses Lahirnya Kebijakan Publik" menyatakan 

bahwa, kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan 

pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui 

instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, 

pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran. 

Allison (1971) menyatakan bahwa, kebijakan publik merupakan hasil 

kompetisi dad berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu Negara 

dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai aktor utamanya yang terikat oleh 

konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya. Menurut Anderson 

"Public policies are those policies develop by governmental bodies and official" 

(kebijakan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh 

badan dan pejabat-pejabat pemerintah). 

Menurut Anderson (1979) implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah 

Bahwa kebijakan Negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau 

pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Bahwa kebijakan itu adalah 

merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan 

Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah 

dalam melakukan sesuatu. 
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Menurut Santoso dan Sihbudi (1993), kebijakan publik mernpakan arahan­

arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan 

pemerintahan di dalam yuridiksi nasional, regional, unisipal, dan lokal. 

Kebijakan publik dibaca dalam lingkar otoritas negara, persoalan yang 

muncul selama ini disebabkan oleh komptensi aparat yang tidak memadai atau 

juga karena pilihan agenda seJting yang kurang tepat. (Santoso & Purwo, 2004:3) 

Konsep kebijaksanaan publik menurut Easton (1965) sebagai berikut: 

Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya 

pemerintahanlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, 

dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak 

dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. 

Parker (1975), salah seorang ahli analisis kebijaksanaan publik 

menyebutkan bahwa : Kebijaksanaan negara itu adalah suatu tujuan tertentu atau 

serangkaian asal tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada 

suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon 

terhadap suatu keadaan yang krisis. 

Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan 

Publik (public policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma 

yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah 

dalam wilayah yuridiksinya. 

Wiratmo (Anggito: 2008) berbicara mengenai "kebijakan publik" sebagai 

berikut: "Paradigma barn kebijakan publik adalah kembalinya peran dasar 

pemerintah sebagai public service, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran 

berorientasi kepada pelayanan publik. 
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Berbagai definisi di atas tennasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai 

keputusan, karena dalam me~buat suatu keputusan untuk publik dititikberatkan 

pada Pemerintah/Negara. Negara atau dalam hal ini pemerintah merupakan aktor 

tunggal yang mempunyai otoritas penuh dalam memutuskan suatu kebijakan 

untuk publik baik itu keputusan untuk melakukan sesuatu ataupun keputusan 

untuk tidak melakukan se.suatu. Hal ini terkait dengan instrumen untuk 

menyelesaikan persoalan, yang biasanya dikerjakan oleh biroksasi maupun 

diserahkan kepada pasar melalui transaksi. 

b. Kebijakan sebagai Proses Manajemen 

Anderson (Widodo, 2001: 190) mengartikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah 

tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen pentingn yang 

terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup: 

1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu 

2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah 

3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan 

bukan apa yang bennaksud akan dilakukan 

4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai 

suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu) 

5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan 

tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 
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Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan 

tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan 

masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. 

Lane (Lele, 1999) membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa 

model pendekatan, yaitu: (1) pendekatan demografik yang melihat adanya 

pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan, (2) model incremental yang 

melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal 

dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo, (3) model 

rasional, (4) model garbage can, dan (5) model collective choice aksentuasinya 

lebih diberikan pada proses' atau mekanisme perumusan kebijakan. Kebijakan 

publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada 

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 

Menurut Friedrich (1'963), kebijakan publik adalah suatu arah tindakan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan­

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulakan untuk menggunakan dan 

mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 

maksud tertentu. 

Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali 

mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak terpisahkan dari 

disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, 

nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan 
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merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan 

mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah 

tertentu. 

Menurut Parker (1975), kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu 

subyek atau krisis. 

Ripley (1985) menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu 

proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat 

memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalarnnya. Sebuah 

proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau 

dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan (baca: masyarakat dan 

negara) turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangat 

memungkinkan terjadi karemi. sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada 

ruang dan waktu yang tak kosong. 

Jenkins (2009: 16), "A set ofinterrelated decision taken by a political actor 

or a group ofactors concerning the selection ofgoals and the means ofachieving 

them within a specified situation where thse decision should, in principle, be 

within the power of those actors to achieve". Kebijakan publik adalah sebuah 

rangkaian yang saling berkaitan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara 

untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya 

masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut. 

Berbagai definisi diatas termasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai 

proses manajemen, karena terdapat serangkaian aturan dan tindakan dalam 
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membuat suatu kebijakan baik dimulai dari agenda setting, fonnulasi kebijakan 

dan legislasi keputusan, implementasi, monitoring dan evaluasi sampai pada 

proses refonnulasi kebijakan. Sehingga di dalamnya bisa kita lihat suatu proses 

untuk membuat suatu kebijakan itu tidak semudah yang dibayangkan karena hams 

melewati serangkaian proses/fase yang panjang. 

c. Kebijakan sebagai Intervensi Pemerintah 

1) Friedrich (1963) menyatakan bahwa suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang 

memberikan hambatan-hambatan' dan kesempatan terhadap kebijakan yang 

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu 

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. 

2) Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang 

strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan 

masalah-masalah publik atau pemerintah. 

3) Menurut Eyeston (1997), Kebijakan Publik sebagai hubungan suatu unit 

pemeritah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyeston ini 

mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang 

dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

4) Berbagai definisi di atas tennasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai 

intervensi pemerintah, karena ketika pemerintah memecahkan masalah 

ataupun ketika membuat suatu kebijakan publik pemerintah/Negara 

mengikutsertakan berbagai macam sumber daya ataupun instrument yang 

berada di luar negara/pemerintah baik dari segi lingkungannya maupun sosial 
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kulturnya. Sehingga dalam hal ini pemerintah bukanlah merupakan aktor 

yang tunggal yang dapa~ membuat kebijakan seenak hatinya saja melainkan 

hams melihat sekelilingnya pula. 

d. Kebijakan sebagai Democratic Governance 

Jones (1991:3) mendejinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di 

antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Definisi ini sangat luas 

sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat 

dari pada kebijakan publik itu sendiri. 

Udoji (1981), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang 

mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau 

sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian 

besar warga masyarakat. 

Kebijakan publik suatu tindakan atau pilihan yang dilakukan baik oleh 

lembaga pemerintahan maupun badan-badan lainnya untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. 

Ismail, dkk (2005) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk 

menyatu dari ruh negara, dan· kebijakan publik adalah bentuk kongkret dari proses 

persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan 

partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan 

publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes 

dan responsif pula. 

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (public policy), 

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan 
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bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat. 

Islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan 

publik yaitu sebagai berikut: 

1.	 Bahwa kebijakan publi.k itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan 

tindakan pemerintah; 

2.	 Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan 

dalam bentuk yang nyata; 

3.	 Bahwa kebijakan publiJc, baikuntuk melakukan sesuatu ataupun tidak 

melakukan sesuatau itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; 

4.	 Bahwa kebijakan publik itu harns senantiasa ditujukan bagi kepentingan 

seluruh anggota masyarakat. 

Fadillah (2003) mengatakan bahwa, sudah saatnya wacana kebijakan 

publik terlepas dari anggapan yang selama ini masih menancap sebagai "ilmunya 

penguasa". Kebijakan publik sekarang harns menjadi "ilmunya seluruh elemen 

bangsa". 

Woll (1996) menyatakan bahwa, kebijakan publik adalah sejumlah 

aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara 

langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. 

Berbagai definisi di atas termasuk dalam klasifikasi kebijakan sebagai 

democratic governance, karena ketika pemerintah memecahkan masalah ataupun 

ketika membuat suatu kebijakan publik pemerintah/negara melakukan interaksi 
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dengan masyarakat. Sehingga dalam klasifikasi ini terdapat suatu relasilhubungan 

di antara pemerintah dan masyarakat ketika mengatasi persoalan publik. 

3. Konsep Implementasi Kebijakan 

Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep implementasi maka van 

Meter dan van Hom (1987) mendefenisikan: "Policy implementation encompasses 

those actions by publik on proviti individuals (or groups) that ore directed at the 

achievement of objectives set forth in prior policy decisions". Definisi tersebut 

memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang 

dilaksanakan oleh individu-~ndividu, ·pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan dari sasaran 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Selanjutnya untuk memahami lebih jelas tentang konsep implementasi 

Mazmaniah dan Sabatier (Wahab, 1997) menyatakan bahwa : "Memahami apa 

yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau 

kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara, .yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibatJdampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian". 

Berdasarkan pada pendapat tersebut nampak bahwa implementasi 

kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku bahan altematif atau 

unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih jauh dari itu juga 
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berlanjut dengan jaringan kekuatan politik social ekonomi yang berpengaruh pada 

perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhimya terdapat dampak yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Dengan demikian menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa antara 

apa yang disebut sebagai perumus kebijakan dan implementasi kebijakan tidak 

dianggap sebagai suatu hal yang terpisah. Menurut Majone dan Widavsky (1984) 

serta Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi adalah proses evaluasi. 

Maksudnya adalah kebijakan secara simultan ditransfonnasikan melalui tindakan 

implementasi yang secara terus menerus mengubah sumber dan tujuan/sasaran. 

Implementasi bukanlah desain kebijakan tetapi redesain yang berlangsung 

sepanjang waktu. Ketika kita bertindak untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan, ketika itu kita merubahnya. 

Dengan demikian implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan 

keputusan yang dibuat oleh !embaga pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yang 

diarahkan untuk tercapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Pada bagian lain Lineberri (1978:70-71) mengemukakan bahwa proses 

implementasi memiliki elemen-elemen penting berikut ini : 

1.	 Kreasi dan staffing agent barn gUIia mengiplementasikan kebijakan barn atau 

menetapkan tangggung jawab implementasi kepada personil atau agen yang 

ada. 

2.	 Menerjemahkan maksud dan tujuan legislatif kedalam aturan-aturan 

operasional yang baik, perlu pengembangan panduan bagi para implementor. 
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3.	 Koordinar sumber daya agen dan pembiayaan (expenditure) pada target 

group, yaitu dengan pengembangan tanggung jawab divisi dalam agen dan 

antara agen dengan agen terkait. 

4.	 Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan. 

Jadi proses kebijakan barn akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan 

telah ditetapkan, program pelaksanaantelah dibuat, dana telah dialokasikan untuk 

mencapai tujuan. Sehubungan dengan itu, Anderson (1978:92) mengungkapkan 4 

(empat) aspek penting dalam implementasi yaitu: 

1.	 Siapa yang dilibatkan dalam implementasi 

2.	 Hakekat proses administrasi 

3.	 Kepatuhan atas suatu kebijakan dan 

4.	 Efek atau dampclc dari isi implementasi. 

Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, 

dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan selalu didahului 

oleh penentuan unit pelaksana yang oleh Anderson disebut "administrative unit", 

yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai level birokrasi yang 

paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkannya unit-unit 

organisasilbirokrasi sampai p.ada level'bawah, maka secara otomatis mereka akan 

mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan. 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan maka 

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Islamy 

(1994: 102 dan 106) membagi. implementasi kebijakan dalam dua bentuk, yaitu : 

1.	 Bersifat Self-Exeecutive yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 
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terimplementasikan dengan sendirinya misalnya pengakuan suatu Negara 

terhadap kedaulatan negara lain; dan 

2.	 Bersifat Non Self-Exeecuting, bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan 

dan dilaksanakan oleh berbagai fisi supaya pembuatan kebijakan tercapai. 

Dalam konteks ini kebijakan mutasi dan motivasi tennasuk kebijakan 

yang bersifat non self-exeecuting karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh 

berbagai pihak supaya tujuan tercapai. 

Sedangkan menurut Dunn (1984:83) mengemukan sejumlah tahap 

implementasi sebagai berikut : 

1.	 Tahap I, terdiri atas kegiatan-kegi~tan : 

a.	 Menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara 

jelas. 

b.	 Menentukan standar pelaksanaan. 

c.	 Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan 

2.	 Tahap II, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur 

staf, sumber daya prosedur, biaya, serta metode. 

3.	 Tahap III, meliputi kegiatan-kegiatan 

a.	 Menentukan jadwal 

b.	 Melakukan pemantauan 

c.	 Mengadakan pengawasan untuk menJamm kelancaran pelaksanaan 

program. 

Dengan demikian ji~a terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat 

diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan 

selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan. 
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Dari berbagai pengertian konsep implementasi yang dijelaskan di atas, 

maka untuk menganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan itu 

berlangsung terdapat sejumlah pandangan teori implementasi kebijakan yang 

dapat dijadikan acuan untuk mengefektifkan implementasi. Beberapa teori yang 

berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Stillman 

(1982:376) yaitu : 

1.	 Teori ini dikemukan oleh Van Hom (1975) yang menyatakan bahwa 

implementasi sebagai suatu proses (implementation as a linier process) ada 

enam variable yang menghubungakan dengan kenerja antara lain: 1) Sumber 

(resources), 2) standar dan tujuan-tujuan, 3) komunikasi antar anggota 

organisasi dan aktivitas pemberdayaan, 4) karakteristik dari badan pelaksana, 

5) kondisi sosial ekonomi dan politik, dan 6) disposisi dari pihak yang 

melakukan implementasi. Hubungan antara perubahan pada setiap input bisa 

mempengaruhi kinerja untuk menGapai tujuan kebijakan. 

2.	 Teori yang dikemukan oleh Me. Laughlin (1975) yang mengemukan bahwa 

implementasi sebagai politik adopsi (implementation as politic of matual 

adoption) menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kepentingan dukungan 

dan komitmen yang ditujukan oleh para aktor utama yag memiliki pengaruh 

penting bagi suatu keberhasilan implementasi. Dengan kata lain adanya 

dukungan politik dari atasan merupakan kunci pokok keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi. 

3.	 Teori yang dikembangkan oleh Bardach (1977) yang menyatakan bahwa 

implementasi sebagai bentuk permainan (implementation as a games) 

disimpulkan dalam implementasi selalu terjadi tawar menawar (bargaining 
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position), persuasi dan tekanan-tekanan yang berlangsung dibawah situasi 

yang penuh ketidakpastian dengan tujuan agar bisa melakukan kontrol 

terhadap hasil yang diharapkan. Dalam situasi s~perti ini para implementator 

akan berusaha memahami ajang arena main, menguasai teknik dan strategi 

keterampilan untuk mengontrol arus komunikasi dalam situasi yang tak 

mungkin terjadi. 

4.	 Teori yang dikembangkan oleh Nakamura dan Smallwood (1986) yang 

menyatakan implementasi sebagai suatu proses sirkulasi kebijakan 

kepemimpinan (implementation as circular policy leadership process) 

disimpulkan bahwa implementasi sebagai suatu proses sirkular yang 

berlangsung dalam situasi proses pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya 

dalam implementasi sirkulcrr terdapat enam elemen kritis yang 

menghubungkan implementasi dengan proses kebijakan yaitu kepemimpinan 

formulasi, implementasi guna mencapai tujuan. 

5.	 Teori yang dikembangkan oleh Alexander (1985) yang memandang 

implementasi sebagai proses kontigensi (implementation as contigency 

theory) disimpulkan bahwa proses implementasi selalu melibatkan interaksi 

secara kesinambungan dengan lingkungan, stimulus, program kebijakan dan 

hasil kebijakan serta elemen dan ketetapan waktu atau timing dari interaksi 

tersebut. 

6.	 Teori yang dikembangkan oleh O'Toole dan Montjoy (1984) yang 

memandang implementasi sebagai proses hubungan antar organisasi 

(Implementation as Inter Organizational Relationship) disimpulkan bahwa 

untuk mempermudah implementasi kebijakan diperlukan adanya garis 
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hubungan antar organisasi sebagai cara atau sarana. Selanjutnya dikemukakan 

bahwa dengan adanya struktur organisasi yang tergantung maka kesempatan 

keberhasilan dalam pengimplementasikan kebijakan akan menjadi bertambah. 

Dari berbagai teori yang dikemukan tersebut telah banyak memberikan 

gambaran kepada kita khususnya di kalangan para implementator dalam rangka 

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan berusaha semaksimal untuk 

tidak adanya kegalaan dari implementasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang 

efektivitas implementasi masing-masing teori tersebut mengandung keunggulan 

dan kelernahan. Namun, situasi dan kondisi dimana teori itu dipakai tergantung 

pada perrnasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. 

Untuk mengamati hasil pengamatan terhadap implementasi kebijakan 

menurut Wibawa (1994:94) dikemuka.1can ada 3 (tiga) buah implementasi 

kebijakan yaitu: 1) Model Van Meter dan Van Hom, 2) Model Grindle, 3) Model 

Mazmanian dan Sabatier. 

Model Van Meter dan Van Hom (1978:65) merumuskan sebuah abstraksi 

yang memperhatikan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil 

atau kinerja suatu kebijakan, implementasi kebijakan yang pada dasamya secara 

sengaja dilakukan untuk mer~h kinerja yang tinggi berlangsung dalam hubungan 

berbagai faktor sebagaimana terlihat pada gambar berikut : 
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Gambar 2.1
 
Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Dan Van Horn
 

Model Grindle memandang implementasi kebijakan ditentukan oleh 

kontens kebijakan dan konteks implementasinya. Pernyataan Grindle ini kiranya 

tidak jauh berbeda dengan penjelasan Van Meter dan Van Horn (1975) juga 

pandangan Hood (1976) serta Hogwood dan Gunn (Wahab, 2004:77), setidak­

tidaknya mereka melihat implementasi dan ketergantungannya oleh lingkungan 

serta pemindahan proses politik dan administrasi. Pendapatan mereka tidak 

berjauhan dengan gagasan yang selama ini telah berkembang dalam studi-studi 

kelembagaan. 

Sedangkan menurut Grindle (1980) keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan akan sangat dite~tukan oleh "content dan context" dari kebijakan. 

Content dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dari 
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prakarsa implementasi. Namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik
 

dan ekonomi yang ada.
 

Konten kebijakan meliputi 6 (enam) variabel yaitu:
 

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi; 

2. Jenis manfaat yang bias diperoleh; 

3. Jangkauan perubahan yang bias diharapkan 

4. Letak pengambilan keputusan; 

5. Pelaksanaan kebijakan/program; 

6. Sumber daya yang dapat disediakan; 

Sedangkan konteks kebijakan meliputi 3 (tiga) variabel yaitu: 

1. Kekuasaan, kepentingan, strategis dari para actor yang terlibat; 

2. Ciri-ciri kelembagaan dan rezim; 

3. Konsistensi dan daya tanggap; 

Setelah ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek 

individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. 

Namun manakala kebijakan tidak bias berjalan lancar, hal ini tergantung pada 

implementasi dari program itu yang dapat dilihat dari sisi konten dan konteks. 

Jadi konten dan konteks kebijakan akan sangat mempengaruhi berhasil 

tidaknya suatu implementasi kebijakan. Bahkan Laswell (Grindle, 1980:3) 

mengemukakan bahwa: "implementasi kebijakan sesungguhnya tidak sekedar 

bersangkut paut dengan mekanisme' penjabaran keputusan-keputusan politik 

kedalam prosedru-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih 
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dari itu, ia menyangkut masalah konflik, kepentingan dan siapa mendapatkan apa, 

dari suatu kebijakan". 

Bahwa suatu implementasai akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya 

memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis) atau model top-down, dengan asumsi tujuan dan sasaran program 

hams jelas dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sarana yang 

illegal bagi birokrat pelaksana untuk mengerahkan sumber daya. Kebijakan hams 

logis, karena kebijakan adalah independen terhadap perubahan kondisi fisik dan 

sosial yang dikehendaki. 

Implementasi kebijakan dalam kenyataannya tidak berjalan mulus, oleh 

karena itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan. Dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang 

senyatanya dicapai. Keadaan ini oleh Andrew Dunsire (Wahab, 1991:47) 

dinamakan "implementation gap". Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit 

banyak akan tergantung pada apa yang oleh William (Wahab, 1997) disebut 

sebagai "implementation capacity" tidak lain ialah kemampuan suatu 

organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) 

sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. 

Secara objektif, bahwa kebijakan negara sebenamya mengandung resiko 

untuk gagal. Pengertian kegagalan kebijakan negara ini oleh Hogwood dan Gunn 

(1986) (dalam Wahab 1991:45) dibagi kedalam dua kategori yaitu: 
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1.	 Non implementation (tidak terimplementasikan) 

2. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil) 

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil mengandung alasan: 

1.	 Kondisi ekstemal temyata tidak menguntungkan; 

2.	 Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang 

dikehendaki. 

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan karena 

faktor pelaksanaannya buruk (bad execution), kebijaksanaannya sendiri memang 

buruk (bad policy), atau kebijaksanaannya itu memang bemasib jelek (bad luck), 

pelaksanaanya memang buruk (bad execution), dalam arti implementator tidak 

memiliki sesuai dengan tuntutan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Marbun (2005: 153), untuk berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah maka salah 

satu faktor utarna dan paling awal ialah pembenahan sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi otonomi daerah, kalau mau 

berhasil, harus terdiri orang-orang yang kreatif, pembelajaran, tanggap terhadap 

perubahan, berorientasi ke masa depan, disiplin tinggi dan mampu jadi pelayan 

publik. Namun untuk mendapat SDM yang berkualitas haruslah diimbangi dengan 

imbalan yang memadai. Kalau tidak SDM yang berrnutu akan lebih berrninat 

masuk dunia swasta dan mereka yang melamar jadi PNS hanya mereka yang 

menganggur," kualitas pas-pasan" dan mampu menyogok yang nanti akan 

diperhitungkan. 

Mereka yang mempunyai Intelligent Quotient (IQ) yang tinggi dan 

berpendidikan terbaik, mampu berbahasa asing, akan kurang tertarik masuk 
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pegawai daerah. Memang disini dilemanya. Mengingat masalah ini bukan saja 

monopoli daerah, tetapi juga masalah nasional, maka adalah cukup beralasan 

bahwa sistem kepegawaian' atau sistem personalia PNS di negara Republik 

Indonesia ini ditata dengan standar yang mendekati standar yang berlaku di negara 

tetangga, ambit contoh: Malaysia dan Singapura. Kalau tidak, pegawai negeri sipil 

daerah akan terdiri dari orang-orang "medioker" atau pas-pasan. 

Menurut Nurcholis (2005:154) dalam sistem pemerintahan daerah dikenal 

tiga sistem pengelolaan pegawai daerah: 

1. Integrated system 

2. Separated system 

3. Unified system 

Indonesia mempraktekkan sistem yang mana? Dalam hal ini Indonesia 

agak plin-plan karena pada UU nomor 22 tahun 1999 telah menganut "separated 

system ", namun dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memilih "integrated system" 

atau kembali ke tatanan lama, semua ditentukan dari atas, dimasa akan datang 

idealnya daerah harns memilih, mengembangkan dan menggaji pegawainya, 

sebagai terjemahan dari otonomi daerah. 

4. Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi 

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah telah ditetapkan prosedur pelaksanaan pengadaan jasa 

konstruksi; mekanisme pelaksanaan pelelangan, prosedur pembentukan panitia 

dan mekanisme kerja panitia yang dalam hal ini khususnya untuk pengadaan jasa 

konstruksi adalah sebagai berikut : 
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a. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi 

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai jasa konstruksi serta kondisi 

lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia jasa yang ada, pengguna jasa 

bersama dengan panitia pengadaan terlebih dahulu harus menetapkan metode 

pemilihan penyedia jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode 

evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan jasa 

yang bersangkutan. 

1) Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa 

a) Pelelangan umum; 

b) Pelelangan Terbatas; 

c) Pemilihan langsung; 

d) Penunjukan Langsung. 

2) Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 

a) Metode satu sampul; 

b) Metode dua sampul; 

c) Metode dua tahap. 

3) Penetapan Metode Evaluasi Penawaran: 

a) Sistem gugur; 

b) Sistem nilai (Merit point system). 

4) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum Dengan Pasca 

Kualifikasi: 

a) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal adalah sebagai berikut: 

(1) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan 

selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk 
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penerangan umum dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang 

dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio atau televisi minimal 

dilakukan 1 (satu) kali diawali masa pengumuman; 

(2) Pengambilan	 dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah 

pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan 

dokumen penawaran; 

(3) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak tanggal pengumuman; 

(4)	 Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan 

(aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang­

kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. 

b)	 Pengalokasian waktu diluar proses 1) sampai dengan 4) diatas, 

diserahkan sepenuhnya kepada pengguna jasa. 

5) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) : 

a) Perhitungan HPS hams dilakukan dengan cermat dengan menggunakan 

data dasar dan mempertimbangkan : 

(l)	 Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; 

(2)	 Perkiraan perhituilgan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE); 

(3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; 

(4) Harga	 kontrak/SPK untuk pekerjaan sejenis yang pemah 

dilaksanakan; 

(5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh HPS; 
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(6) Harga/tarif barang	 dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen 

tunggalataulernbagaindependen; 

(7) Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 

b) HPS telah memperhitungkan : 

(1)	 Pajak pertambahan nilai; 

(2)	 Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar 

bagi penyedia jasa. 

c) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan 

pajak penghasilan (PPh) penyedia jasa. 

6)	 Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi : 

a) Dokumen biaya jasa·pemborongan : 

(l)	 Panitia menyiapkan dokumen untuk keperluan pengadaan jasa yang 

rnencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang 

diperlukan, baik adrninistrasi maupun teknis. 

(2)	 Unit Layanari Pengadaan (ULP) juga menyiapkan dokumen 

pasca/prakualifikasi untuk calon penyedia jasa berupa fonnulir 

isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan 

dan pengalaman kerja. 

b)	 ULP menetapkan nllai nominal jaminal penawaran sebesar 1% sampai 

dengan 3% dari nilai HPS. 

c) Dokumen pengadaan terdiri dari : 

(1)	 Dokumen pasca/prakualifikasi 

(2)	 Dokumen pemilihan penyediajasa 
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b. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi : 

1) Dengan Prakualifikasi : 

a) Pengumuman prakua1ifikasi; 

b) Pengambi1an dokumen prakua1ifikasi; 

c) Pemasukan dokumen prakua1ifikasi; 

d) Evaluasi dokumen prakua1ifikasi; 

e) Penetapan hasil prakua1ifikasi; 

f) Pengumuman hasil prakua1ifikasi; 

g) Masa sanggah prakua1ifikasi; 

h) Undangan kepada peserta yang 1ulus prakua1ifikasi; 

i) Pengambi1an dokumen 1e1ang umum; 

j) Penje1asan; 

k) Penyusunan berita acara penje1asan dokumen 1elang dan perubahannya; 

1) Pemasukan penawaran; 

m) Pembukaan penawatan; 

n) Eva1uasi penawaran; 

0) Penetapan pemenang; 

p) Pengumuman pemenang; 

q) Masa sanggah;
 

r) Penunjukan pemenang;
 

s) Penandatanganan kontrak;
 

2) Dengan Pasca Kualifik8si; 

a) Pengumuman pe1e1angan umum; 
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b) Pendaftaran untuk mengikuti pelelalangan;
 

c) Pengambilan dokumen lelang umum;
 

d) Penjelasan;
 

e) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 

f) Pemasukan penawaran;
 

g) Pembuakaan penawaran;
 

h) Evaluasi penawaran termasuk eva1uasi kualifikasi;
 

i) Penetapan pemenang;
 

j) Pengumuman pemenang;
 

k) Masa sanggah;
 

1) Penunjukan pemenang;
 

m) Penandatangan kontrak;
 

c.	 Prosedur Pembentukan ULPI Pejabat Pengadaan barangljasa: 

Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan berjum1ah gasal beranggotakan 

sekurang-kurangnya : 

1)	 3 orang untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa 1ainnya sampai 

dengan ni1ai Rp. 500.000.000 atau untuk pengadaan jasa konsu1tansi sampai 

dengan nilai Rp.200.000.000 

2)	 5 orang untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan 

ni1ai diatas Rp.500.000.000 atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan 

nilai di atas Rp. 200.000.000 

3)	 Pengadaan Langsung di1aksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 
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d.	 Anggota Kelompok Kerja Pengadaan: 

Anggota Kelompk Kerja Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari 

instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya 

e. Persyaratan ULP/ Pejabat Pengadaan 

ULP/ Pejabat Pengadaan harns memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas 

2) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan 

3) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat yang 

bersangkutan 

4) Memahami isi dokumeon pengadaan / metode dan prosedur pengadaan 

berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 

5) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan 

menetapkannya sebagai anggota ULP/ Pejabat pengadaan; 

6) Memiliki sertifikat keahllan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi 

yang dipersyaratkan, dan 

7) Menandatangani Pakta Integritaso 

5.	 Prosedur Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi. 

Tugas, wewenang dan tanggungjawab ULP/ Pejabat pengadaan meliputi: 

1) Menyusun reneana pemilihan penyedia barang/ jasa; 

2) Menetapkan Dokumen Pengadaan; 

3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
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4)	 Mengumumkan pengadaan barangljasa di Website KJLlD/I masing-masing 

dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam 

portal pengadaan Nasional; 

5) Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

6) Mengusulkan calon pemenang 

7) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna 

barangljasa. 

8) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 

Barang dan Jasa kepada PAJ KPA. 

6.	 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Para pihak dalam Pengadaan pada dasarnya adalah Pengguna Anggaran 

(PA) dan Penyedia Barang dan Jasa. Meskipun Pelaksana Swakelola secara 

substantif adalah salah satu pihak dalam Pengadaan, namun Perpres 54/2010 tidak 

memasukan Pelaksana Swakelola sebagai salah satu pihak dalam pengadaan. 

Pejabat yang mempunyai kewenangan pengguna anggaran pada KJLlD/I 

disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA). PA di bantu beberapa pejabat yakni: 

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), 

PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang dan Jasa. PAJKPA 

menetapkan Panitia/Pejabat Penerimaan HasH Pekerjaan dari pegawai negeri, baik 

dari instansi sendiri maupun dari instansi lainnya. 
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7.	 Penyedia Barang dan Jasa 

Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultan/Jasa lainnya, yang 

memenuhi persyaratan. 

8.	 Bentuk Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pepres Nomor 54 Tahun 

2010 dibagi menjadi empat kelompok yakni, barang, pekerjaan konstruksi, jasa 

konsultasi, dan jasa lainnya. Perbedaan dari masing-masing bentuk pengadaan 

adalah sebagai berikut: 

a.	 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 

atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, meliputi bahan buku, barang 

setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makluk hidup. 

b.	 Pekerjaan Pekerjaan kortstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau bangunan atau pembuatan wujud fisik 

lainnya. 

1). Pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian 

rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitekturlar, 

sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta 

kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. 

2).	 Pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian 

rangkaian kegiatan' pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk 

mewujudkan selain bangunan. 
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c.	 Jasa konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian 

tertentu dalam berbagai bidang keilmuan, yang mengutamakan adanya olah 

pikir. 

d.	 Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenalluas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 

pekerjaan danlatau penyedia jasa selain jasa konsultansi jasa pelaksanaan 

konstruksi, pengadaan barang. 

9. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

r---'---'-' 
Perencanaan 

SKPD 

! 

Gambar 2.2
 
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
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Teori imp1ementasi kebijakan yang dikemukan oleh Van Meter dan Van 

Hom (1975) menyatakan bahwa Imp1ementasi sebagai suatu proses 

(implementation as a tinier process). Adapun variabe1 yang dihubungkan dengan 

kinerja sesuai dengan teori tersebut dapat dije1askan sebagai berikut : 

1.	 Perencanaan SKPD 

Standar dan Tujuan-tujuan kebijaksanaan variabe1 ini didasarkan pada 

kepentingan utama dan tujuan da1iun proses penyusunan perencanan program 

dan kegiatan didasarkan pada faktor - faktor yang menentukan pencapaian 

kebijakan. 

2.	 KAK, RAB/ HPS 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Kerangka Acuan Kerja Dan 

Rencana Anggaran Biaya/Harga Perkiraan Sendiri kemudian diserahakan ke 

Unit Layanan Pengadaan untuk dikoreksi. 

Sumber-sumber 1ayak mendapatkan perhatian untuk menunjang keberhasi1an 

Imp1ementasi Kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud Dana / Pagu 

Anggaran yang mendorong dan memperlancar imp1ementasi kebijakan. 

3.	 ULP dan POKJA 

Me1akukan verifikasi Dokumen Lelang yang diterima dari Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) sebe1um melakukan proses tender. Komunikasi antar 

anggota pokja bias berja1an secara efektif dengan demikian sangat penting 

ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsisten dikomunikasikan 

dengan berbagai sumber informasi. 
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4.	 Verifikasi Dokumen Lelang 

Struktur sebuah birokrasi dan pola hubungan antara Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dan Pokja harus selalu memberikan informasi dari setiap 

dokumen yang telah dinyatakan lulus dalam verifikasi dan siap dilakukan 

proses tender. 

5.	 Penyedia Barang dan Jasa 

Penyedia barang dan ja~a adalah Rekanan harus siap menerima informasi 

apabila perusahaannya tidak lulus verifikasi untuk ikut melakukan proses 

Tender atau dinyCitakan Gugur. Implementasi Kebijakan yang berhasil harus 

diikuti oleh kesadaran terhadap keputusan kebijakan. 

6.	 Proses Tender / pemenang Lelang . 

Proses Tender dilaksanakan apabila sudah melalui beberapa tahap yang telah 

dilakukan oleh Kelompok Kerja (pOKJA) kemudian ditayangkan/ 

diumurnkan melalui media massa seperti: surat kabar/koran, papan 

pengumuman dan internet. Apabihl tidak ada sanggahan dari penyedia barang 

dan jasa lainnya maka proses pelelangan barang dan jasa dianggap telah 

selesai dan ditetapkan pemenang lelang. 

7.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

SKPD sebagai pelaksana teknis kegiatan mengawasl pekerjaaan yang 

dilaksanakan oleh pemenang. 

B.	 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan tentang 

implementasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan 
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Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Penelitian adalah survei yang 

bersifat deskriptif dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen utarna 

untuk mengumpulkan data. Selain itu juga dilakukan observasi dan pengkajian 

dokumen untuk melengkapi data dan fakta yang diperlukan. 

Hasil penelitian ini adalah berupa laporan deskriptif tentang implementasi 

kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa 

Barat dalam upaya pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

C. Definisi Operasional 

Variabel utarna dalam penelitian ini adalah implementasi Perpres Nomor 

54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara teoritis 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan 

faktor ekstermal. Faktor int~rnal antara lain sumber daya manusia, dukungan 

dana, intervensi atasan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain 

dukungan masyarakat (penyedia barang dan jasa), pemahaman peserta lelang, 

maupun sarana dan prasarana perusahaan peserta lelang. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini diarahkan unt\lk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal 

tersebut, dengan asumsi jika faktor internal dan faktor eksternal dapat 

diminimalisasi maka akan secara otomatis berpengaruh positif terhadap 

implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Faktor internal dan eksternal tersebut dioperasionalkan pada tabel berikut: 
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Tabel2.1 Definisi Operasional 

Variabel Indikator 
Sumber Data 

Primer Sekunder 

Bagaimana Implementasi 
Kebijakan 

Wawancara 

Peraturan 
Presiden 

Permasalahan yang terjadi Wawancara 

Nomor 54 
Tahun 2010 

Bagaimana Implementasi 
Kebijakan Pengadaan 

Barang dan Jasa 
Wawancara 

Sumber: data diolah (2012) 
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METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Husein Umar, 2011:30). Desain 

penelitian berfungsi memberikan panduan kepada peneliti tentang bagaimana 

suatu penelitian akan dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian 

(Purwanto & Sulistyastuti, 2007:25). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan tentang 

implementasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Penelitian adalah survei yang 

bersifat deskriptif dengan mengguna1<.an wawancara sebagai instrumen utama 

untuk mengumpulkan data. Selain itu juga dilakukan observasi dan pengkajian 

dokumen untuk melengkapi data dan fakta yang diperlukan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian 

penelitian kualitatiftersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 

2007: 65). 

Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian implementasi kebijakan 

dilakukan dengan mendeskripsikan kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan 
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pengadaan jasa konstruksi sesuai deskripsi yang tidak hanya menggambarkan 

pelayanan tetapi juga rincian kegiatan antara satu kegiatan dengan yang lainnya. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

I.	 Merumuskan masalah fokus penelitian kebijakan mengenai peningkatan 

melalui analisis data kegiatan pelaksanaan pelelangan yang dapat diperoleh 

dari keikutsertaan pengusaha yang bergerak dalam jasa konstruksi. 

2.	 Mengumpulkan data primer berupa informasi melalui wawancara penulis 

dengan para panitialpej'abat pengadaan dinaslkantorlbadan dalam jajaran 

pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai informan yang selanjutnya 

dicatat sebagai bahan kajian penulis dalam mempe;bandingkan pendapat para 

informan. Data sekunder berupa data inventarisasi target dan realisasi 

pengadaan pelelalangan. jasa konstruksi. 

3.	 Menganalisis data yaitu dalam memilah data sekunder yang aktif dan tidak 

aktifuntuk dirumuskan menjadi bahan kajian. 

4.	 Merumuskan hasil studi 

5.	 Perumusan data primer dan data panitialpejabat pengadaan dalam 

implementasi dengan cara tabelaris. 

6.	 Menyusun rekomendasi kebijakan yaitu memberikan masukan kepada 

panitialpejabat pengadaan jasa k~nstruksi dalam melaksanakan pelelangan 

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

B.	 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai kabupaten 

yang baru terbentuk, tentu banyak kegiatan pembangunan khususnya 

pembangunan konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat 
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dipilih sebagai SKPD telmis yang paling bertanggungjawab terhadap pengadaan 

infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum merupakan Dinas yang menjadi tolok ukur 

pelaksanaan jasa konstruksi, dimana pengadaan jasa konstruksi di SKPD lainnya 

sebagian menggunakan personil-personil dari Dinas Pekerjaan Umum, sehingga 

tata cara yang digunakan berpedoman pada tata cara yang digunakan pada Dinas 

Pekerjaan Umum. 

Di samping itu, pada Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan proses 

pengadaan jasa konstruksi sering menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak 

yang menganggap proses yang dijalani menguntungkan pihak-pihak tertentu, 

sehingga Dinas Pekerjaan Umum sering menjadi sasaran ketidakpuasan penyedia 

barang/jasa 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

untuk memperoleh atau menumpulkan.data yang diperlukan dalam penelitian agar 

pengerjaannya lebih mudah sehingga lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2006). 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara merupakan 

teknik menggali data secara mendalam, upaya pemahaman secara komprehensif 

mengenai proses pengadaan jasa konstruksi. Unsur informan tersebut merupakan 

pelaku dan pelaksana pengadaan jasa konstruksi sehingga diharapkan didapatkan 

informan yang mendetail tent~ng proses pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. 
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2. Sumber Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. 

Sumber dokumentasi yang dimaksud adalah berbagai bahan tulisan yang 

berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian 

tujuan penggalian bahan dokumen adalah pengumpulan data dan fakta yang 

menyangkut: 

a.	 Dokumen mengenai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang 

berkaitan dengan proses pengadaan jasa konstruksi. 

b.	 Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian terkait. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 

yang mewaili pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Informan 

tersebut memiliki kompetensi dan pengetahuan pada bidang yang akan dikaji atau 

mempunyai kepentingan dalam hal yang dikaji. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mempunyai kaitan dengan masalah yang 

diteliti, dan diperoleh tidak secara langsung dari narasumber berupa laporan­

laporan, peraturan-peraturan, majalah, jurnal, dan lain-lain, baik yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. 
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E. Metode Analisis Data 

Analisis data meliputi pengelolaan, interprestasi atau pemberian makna 

mencari hubungan antar konsep. Analisis data diperlukan untuk mengolah data 

yang masih mentah sehingga memberikan arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilaksanakan dengan jalan 

menggambarkan, melukiskan dan menguraikan secara mendalam keadaan yang 

sebenarnya di lapangan atau peristiwa yang terjadi. 

Reduksi data diartikan sebagai data penelitian menggunakan tiga alur 

kegiatan yaitu: reduksi data, proses pemilihan, pemutusan perhatian, 

pengabstrakan dan transforrnasi data yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitan 

berlangsung selama menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan membuat partisi 

memo dalam bentuk field notes. Reduksi data merupakan bentuk analisis 

menajamkan, menggolongkan, mengCJ!ahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan data dapat ditarik dan 

diverifikasi. Penyajian sekumpulan inforrnasi dan memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian tersebut dapat berbentuk uraian, matrik, grafik atau bagan. 

Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan meliputi perbandingan 

kejadian, integrasi teori dan kawasannya pembatasan teori dan penulisan konsep. 

Analisis kualitatif ini selain untuk mendeskripsikan gejala yang terlihat di 

lapangan, juga sebagai latar fakta yang.memperkuat jawaban yang diajukan. 

Penyusunan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung sehingga 

akan menjamin kredibilitas dan objektivitas penelitian. Validitas data diupayakan 
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melalui seleksi informan, melakukan member check dan membandingkannya 

dengan informan, pemilihan informan, deskripsi yang kongkrit, catatan-catatan 

non verbal dan percakapan verbal dengan rincian tahapan yang dilaksanakan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1.	 Tahap I 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi berupa opini dan 

catatan perilaku dalam interaksi, semuanya dicatat sebagaimana adanya 

kedalam catatan lapangan (field notes), kemudian dimasukkan kedalam 

pencatatan tahap 2. 

2.	 Tahap II 

Untuk mencari kaitan antara hasil pengamatan dan hasil wawancara, karena 

catatan pada tahap 1 dan 2 masih panjang lebar, maka dilakukan reduksi data 

yaitu : data disusun kembali secara sistematik dengan menonjolkan hal-hal 

yang pokok sesuai dengan sampel penelitian. 

3.	 Tahap III 

Hasil wawancara yang telah disusun dan direduksi dijadikan bahan untuk 

melakukan penafsiran dengan mengacu pada sampel penelitan. Interprestasi 

yang akan menjadi sumber peneliti untuk memberikan makna pada hasil 

penelitian. 

4.	 Tahap IV 

Rangkuman catatan hasil wawancara, observasi dan interprestasi pada tahap 

1,2, dan 3 yang sudah disusun menurut kategori yang sesuai dengan fokus 

penelitan tahap 3, selanjutnya diberi makna. 
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5.	 Tahap V 

Semua catatan dalam tahap 4, yang telah tersusun secara sistematis, dilakukan 

hanya untuk menemukan kaitan dalam setiap masalah yang mengilustrasikan 

butir-butir hubungan antara komponen dalam pengaturan, pelayanan dan 

faktor lingkungan dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan jasa konstruksi. 

6.	 Tahap VI 

Tahap-tahap proses yang dilalui mulai tahap I hingga tahap V merupakan 

totalitas hasil penelitian~ maka peneliti membuat kesimpulan dengan cara 

mengabstraksikan keseluruhan makna dan membentuk suatu model hasil 

penelitian. 

F.	 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian terbatas pada data dan implementasi mengenat 

pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sesuai Perpres 54 tahun 2010 agar 

penelitian ini lebih mengarah pada tujuan penelitian yang telah disampaikan pada 

bab terdahulu, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.	 Prosedur pengadaan jasa konstruksi; 

2.	 Mekanisme pelaksanaan pengadaan; 

3.	 Prosedur pembentukan panitia dan; 

4.	 Prosedur kerja panitia pengadaan jasa konstuksi; 

Melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditentukan, maka peneliti 

dapat membedakan data mana yang perlu dikumpulkan dan tidak (meskipun 

mungkin menarik tapi tidak relevan), atau yang tidak perlu dimasukkan kedalam 

data yang sedang dikumpulkan, Strauss dan Corbin (Moleong 1998:60). Sejalan 

dengan hal tersebut di atas, peneliti mengadakan rekonfirmasi data. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



S9 

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait satu sarna lain. Oleh 

karena itu, permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalarn penentuan 

fokus walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sejalan dengan 

perkembangan permasalahan penelitian di lapangan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalarn penelitian dengan 

pendekatan kualitatif yang menjadi sumber data adalah informan yang ditentukan 

secara sengaja yang dapat memberikan informasi data yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil 

wawancara yang wajar dan sebagaimana adanya. Maka yang menjadi sumber data 

dalarn penelitian ini adalah : 

1.	 Informan: sebagai sumber data utama dipilih secara sengaja dengan 

pertimbangan-pertimabailgan tertentu (purposive sampling). Pemilihan 

informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki 

data dan bersedia memberikan data. Sedangkan informan selanjutnya 

dimintakan kepada informan awal untuk menunjukkan siapa atau orang mana 

yang dapat memberikan 'informasi, dan seterusnya. Cara ini menurut Bungin 

(2003 :54) disebut snowball sampling, informan terakhir didasarkan pada 

kejenuhan oleh informan. Dalarn penelitian ini yang dipandang sebagai 

informan kunci (key in/orman) atau informan utama adalah: Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum, pejabat pembuat komitmen, dan panitia pengadaan 

barang/jasa, serta penyedia jasa konstuksi. 

2,	 Dokumen: sebagai sumber data, sifatnya hanya melengkapi data utama, yaitu 

berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti 

Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Surat Keputusan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



60 

Bupati, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran, Pengumuman, Notulen 

Rapat, Laporan Dinas, Publikasi Resmi, dan lain-lain. 

3.	 Tempat dan peristiwa: sebagai sumber data tarnbahan dilakukan melalui 

observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan 

fokus penelitan. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang didasarkan kepada wawancara terhadap 

informan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.	 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa 

pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. 

2.	 Masih terdapat hambatan atau permasalahan yang terjadi yang berasal dari 

luar atau faktor eksternal yaitu antara lain kurangnya dukungan masyarakat 

jasa konstruksi dalam penerapan Perpres 54 tahun 2010 yang cenderung 

melakukan kebiasaan lama dalam mengikuti lelang yaitu dengan melakukan 

pengaturan pemenang (menolak tender), dan kurangnya pemahaman para 

peserta yang ikut pelelangan terhadap dokumen pelelangan, baik yang 

menyangkut syarat adD:linistrasi maupun syarat teknis, sehingga waktu 

dilakukan evaluasi oleh panitia banyak penawaran yang dianggap gugur 

3.	 Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstuksi, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Sumbawa Barat masih mengalami hambatan internal 

antara lain dalam hal sumber daya manusia (SDM) yaitu kurangnya sumber 

daya manusia yang mengerti dan berpengalaman dalam bidang pengadaan 

jasa konstruksi, kurangnya sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 berserta 

perubahannya baik dalam bentuk pelatihan lainnya terhadap PNS sebagai 

calon pengguna anggaran maupurl panitia pengadaan, dan tidak tersedianya 
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dana yang cukup bagi panitia lelang baik untuk dana honorarium, 

penggandaan dokumen, dokumentasi maupun pengumuman. 

B.	 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan 

Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dengan mengkaji apa yang menjadi 

pemikiran dan berbagai pelaku kebijakan Perpres 54 tahun 2010 serta lingkungan 

yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1.	 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang selama ini telah 

dapat mengimplementasikan proses pengadaan jasa konstruksi dengan baik 

agar terus meningkatkan kemampuan dalam menjalani proses pengadaan 

Barang dan jasa konstruksi sesuai dengan prosedur dan mekanisme Perpres 

54 Tahun 2010. 

2.	 Bagi pemerintah daerah khususnya Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten 

Sumbawa Barat yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Kabupaten 

Sumbawa Barat nomor 166 tahun 2006, agar dapat melakukan pembinaan dan 

sosialisasi kepada penyedia jasa/pengguna jasa dan masyarakat untuk 

menumbuhkan pemahaman akan tugas serta fungsi serta hak dan kewajiban 

dalam mewujudkan tertib usaha pengadaan barang dan jasa konstruksi, tertib 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan 

pengadaan barang dan. jasa konstruksi sehingga tidak ditemukan lagi 

penolakan dari rekanan untuk menguikuti tender, atau gugumya peserta 

lelang karena keterbatasan pengetahuan baik mengenai persyaratan 

administrasi maupun persyaratan teknis pada saat mengikuti lelang 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
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3.	 Pemerintah Daerah agar mengupayakan peningkatan SDM yang berkompeten 

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara mengikutkan 

pegawai dalam pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah, sehingga lebih banyak lagi pilihan SDM yang mempunyai 

integritas yang tinggi dan kemampuan dalam pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa pemerintah sesuai dengan aturan yang ada, selain itu diperlukan juga 

dukungan dana operasional yang memadai untuk menjamin proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik. 

C.	 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa 

keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan­

keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.	 Penelitian ini menggunakan responden yang hanya terbatas pada satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja, sehingga memungkinkan adanya 

perbedaan pada hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan 

dengan obyek atau locus .penelitian yang lebih luas. 

2.	 Hasil penelitian yang mengambil obyek penelitian pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentunya tidak dapat mewakili kondisi 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

3.	 Penelitian yang dilakuk,!n kali ini tidak meneliti tentang pengadaan barang 

dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik (e-procurement). 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Analisa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat 

1.	 Menurut saudara, apa tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah ? 

2.	 Apakah sebagai Panitia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP ) atau 

pejabat pengadaan dapat menerapkan Perpres 54 tahun 2010 dalam proses pelelangan jasa 

konstruksi? 

3.	 Apakah ada intervensi dari pejabat daerah tertentu dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat seJama ini? 

4.	 Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah 

yang efektif, efisien dan transparan? 

5.	 Unsur-unsur mana saja yang termasuk dalam organisasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah? 

6.	 Apakah penerapan proses - proses pelelangan di Kabupaten Sumbawa Barat sudah 

menggunakan/ mengacu isi dari Perpres Nomor 54 Tahun 201 O? 

7.	 Apakah implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di Kabupaten Surnbawa Barat sudah 

lama dipakai dalam proses pelelangan dalam hal administrasi? 

8.	 Bagaimana mengetahui penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

barangljasa Pemerintah? 

9.	 Apakah dalam Penerapan implementasi kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam 

pelelangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Suinbawa Barat masih ada persaingan? 

10.	 Apakah setelah ada pemenang lelang masih ada rekanan atau pihak-pihak luar yang 

melakukan sanggahan? 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 

NOMOR 5 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI SUMBAWABARAT,
 

Menimbang : a.	 bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu dilakukan 

penyempumaan-penyempurnaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat; 

b.	 bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah, dipandang perlu 

menata ulang Dinas Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, 

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
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Tahun 1999 (Lembanin Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara 

Negara Nomor 3890); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286 ); 

3.	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 

2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

6.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasiona1 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

7.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 3 -rahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4548); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4741)~ 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



111 

Dengan Persetujuan Bersama
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 

dan
 

BUPATI SUMBAWA BARAT
 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS 

DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT. 

BABI
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perallgkat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

3.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat. 

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati S~mbawa Barat. 

6.	 Pemerintahan Daerah adalah periyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah 

Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8.	 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubemur sebagai 

wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. 

9.	 Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setemp~t menuhlt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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10.	 Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11.	 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

12. Eselon adalah tingkatanjabatan struktural. 

BAB II
 

PEMBENTUKAN
 

Pasal2
 

(1) Membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari : 

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

d.	 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 

e. Dinas Pekerjaan Umum; 

f.	 Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata; 

g.	 Dinas Kelautan Perikanan dan Petemakan; 

h. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian; 

i. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas. 

(3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(4) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah 

kerja satu atau beberapa kecamatan. 

(5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagi Dinas Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional. 

(7) Pejabat Fungsional sebagaimana ~imaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah. 
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BAB III
 

SUSUNAN ORGANISASI
 

Bagian Pertama
 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 

Pasal3
 

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 

4 (empat) Bidang serta Kelompok labatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; . 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Pendidikan Dasar (TK/SD) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : 

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 

2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah; 

3. Seksi Pengembangan Ekstrakurikuler. 

d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : 

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 

2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah; 

3. Seksi Perguruan Tinggi. 

e. Bidang Peningkatan Mutu Kependidikan terdiri dari 2 seksi yaitu : 

1. Seksi Monitoring dan Evaluasi Mutu; 

2. Seksi Standarisasi dan Akreditasi. 

f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu: 

1. Seksi Pendidikan Non Formal; 

2. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga; 

3. Seksi Administrasi Bantuan Pendidikan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok labatan Fungsional. 
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Bagian Kedua
 

Dinas Kesehatan
 

Pasa14
 

(1)	 Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang 

serta Kelompok labatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu 

1. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas; 

2. Seksi Kefarmasian dan Perizinan. 

d. Bidang Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Pengamatan Penyakit; 

2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi. 

e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia; 

2. Seksi Gizi dan Usaha Kesehatan Institusi. 

f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu: 

1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

2. Seksi Kesehatan Lingkungan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok labatan Fungsional. 

. Bagian Ketiga 

Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasa15 

(1) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 

Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok labatan 

Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sebagai berikut : 
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a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Sosial, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Bantuan Sosial; 

2. Seksi Penanggulangan Sosial. 

d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : 

1. Seksi Kependudukan; 

2. Seksi Catatan Sipil. 

e. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Penempatan, Pengendalian dan Pengawasan; 

2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja. 

f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Penempatan Transmigrasi; 

2. Seksi Pembinaan Transmigrasi. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Keempat
 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 

Pasal6
 

(1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 

(tiga) Bidang serta 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan; 

2. Seksi Pengujian. 
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d.	 Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Udara dan Penyeberangan terdiri 2 (dua) Seksi 

yaitu: 

1. Seksi Angkutan Laut dan Udara; 

2. Seksi Angkutan Penyeberangan. 

e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Komunikasi; 

2. Seksi Informatika. 

f.	 Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

g. Kelompok labatan Fungsional. 

Bagian Kelima
 

Dinas Pekerjaan Umum
 

Pasal7
 

(1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang 

serta Kelompok labatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari.2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Pembangunan lalan dan lembatan; 

2. Seksi Pemeliharaan lalan dan lembatan. 

d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air; 

2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air. 

e. Bidang Cipta Karya terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Tata Ruang; 

2. Seksi Perumahan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

g. Kelompok labatan Fungsional. 
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Bagian Keenam
 

Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata
 

Pasal8
 

(1)	 Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata terdiri 

dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan 

Pariwisata sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; . 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Koperasi dan UMKM, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Koperasi; 

2. Seksi UMKM. 

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Perindustrian; 

2. Seksi Perdagangan. 

e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Energi. 

2. Seksi Sumber Daya Mineral"; 

f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Kebudayaan; 

2. Seksi Pariwisata. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok Jabatan FungsionaL. 

Bagian Ketujuh
 

Dinas Kelautan Perikanan dan Petemakan
 

Pasa19
 

(1) Dinas Kelautan Perikanan dan Pe~emakan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat 

dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Petemakan sebagai berikut : 
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a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Kelautan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Pesisir dan Pulau; 

2. Seksi Pelestarian dan Pengawasan Sumber Daya. 

d. Bidang Perikanan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; 

2. Seksi Produksi dan Bina Mutu. 

e. Bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : 

1. Seksi Produksi dan Kesehatan Ternak; 

2. Seksi Usaha Ternak dan Sarana Prasarana Peternakan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

g. Kelompok labatan Fungsional. 

Bagian Kedelapan
 

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
 

Pasal 10
 

(1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat 

dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok labatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Kehutanan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Rutan; 

2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Rutan. 

d. Bidang Perkebunan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan. 
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e. Bidang Pertanian terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Produksi Tanaman Pertanian; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian. 

f. Unit Pe1aksana Teknis Dinas. 

g. Ke1ompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kesembilan
 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 

Pasal 11
 

(1)	 Dinas Pendapatan Penge101aan Keuangan dan Aset terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) 

Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Ke1ompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Penge101aan Keuangan dan Aset sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program. 

c. Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu 

1. Seksi Pendataan dan Penetapan; 

2. Seksi Penagihan; 

3. Seksi Administrasi Dana Perimbangan. 

d. Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : 

1. Seksi Penyusunan Anggaran; 

2. Seksi Pengendalian Anggaran; 

3. Seksi Evaluasi. 

e. Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Verifikasi; 

2. Seksi Akuntansi Pendapatan; 

3. Seksi Akuntansi Belanja. 

f. Bidang Aset membawahi 2 (dua) Seksi yaitu : 

1. Seksi Pengelolaan dan Penertiban Aset; 

2. Seksi Administrasi Aset dan Neraca.. 

g. Unit Pe1aksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BABIV
 

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 

Bagian Pertama
 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 

Pasal 12
 

(1)	 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2)	 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas me1aksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

(3)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pe1ayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pe1aksana teknis di lingkungan Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 

g. penge10laan urusan ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa 

Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua
 

Dinas Kesehatan
 

Pasal13
 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pe1aksana otonomi daerah. 

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas me1aksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 

kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),	 Dinas Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangan; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Kesehatan; 

g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga
 

Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 

Pasal14
 

(1)	 Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan 

unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, kependudukan, catatan 

sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial 

Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja 

dan transmigrasi 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
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g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; 

(4) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III Peraturan daerah ini. 

Bagian Keempat
 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 

Pasal15
 

(1) Dinas Perhubungan Komunikasi'dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah. 

(2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Informatika dan Komunikasi; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai'dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya. 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Struktur Organisasi	 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,V Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Kelima
 

Dinas Pekerjaan Umum
 

Pasal 16
 

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan	 urusan pemerintahan daerah 

dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum 

menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum, meliputi : Bina Marga, 

Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Perumahan dan Pennukiman; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e. pemberian perizinan sesuai kewenangannya; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum; 

g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Struktur Organisasi ~inas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keenam
 

Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata
 

Pasall?
 

(1)	 Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2)	 Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber 
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Daya Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perekonomian 

Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: 

a.	 perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Mineral, Kebudayaan 

dan Pariwisata; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata; 

g. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit PelaksanaTeknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaiJ;Ilana dirrtaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perekonomian Energi Sumber Daya Mineral 

Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 

Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketujuh
 

Dinas Kelautan Perikanan dan Petemakan
 

Pasal 18
 

(l)	 Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan ~erupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2)	 Dinas Kelautan Perikanan dan' Petemakan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang Kelautan Perikanan dan Petemakan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

(3)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan; 
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b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umurn sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e. penanganan proses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Kelautan Perikanan dan Peternakan; 

g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedelapan
 

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
 

Pasal 19
 

(1) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan	 urusan 

pemerintahan daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),	 Dinas Kehutanan 

Perkebunan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e. penanganan proses perizinan sesuai kewenangannya; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Kehutanan Perkebunan dan Pertanian; 

g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



126 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan	 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kesembilan
 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 

Pasal20
 

(l) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asetmerupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah. 

(2) Dinas Pendapatan Pengelolaan .{(euangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi : 

a.	 perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah; 

b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e.	 pelayanan penunjang penye1enggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 

dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

f.	 pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

g. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Bupati. 

(5) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. 
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BABV
 

ESELONERING
 

Pasal21
 

(1) Kepala Dinas, adalah labatan Eselon II.b. 

(2) Sekretaris Dinas adalah labatan Eselon lILa. 

(3) Kepala Bidang adalah labatan Eselon III.b. 

(4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah labatan 

Eselon IV.a. 

(5) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalahjabatan Eselon IV.b. 

(6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah adalah 

jabatan Eselon V.a. 

BABVI
 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 

Pasal22
 

(1) Para Pejabat di	 lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat diangkat dan 

diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku. 

(2) Jellis dan pengisian Jabatan Fungsional pada setiap Kelompok labatan Fungsional yang 

diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan keuarigan Daerah. 

BAB VII
 

PEMBIAYAAN
 

Pasal23 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta sumber lain yang sah. 
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BAB VIII
 

KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasa124
 

(l) Sebelum ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja menurut Peraturan Bupati 

ini, maka Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja yang diatur berdasarkan Keputusan 

Pj.Bupati Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih tetap 

berlaku dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai bidang dan fungsi masing­

masing dan dijadikan pedoman sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki labatan Struktural Eselon lILa. 

sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya 

dalam labatan Eselon lILa. 

BAB VII
 

KETENTUANPENUTUP
 

Pasa125
 

(l)	 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

(2)	 Hal-hal yang be1um diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal 

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

Pasa126 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Illl 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41571.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



129 

Ditetapkan di Taliwang 
Pada tanggal, 31 Januari 2008 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

ttd 

ZULKIFLI MUHADLI 

Diundangkan di Taliwang 
pada tanggal, 31 Januari 2008 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

ttd 

AMRULLAH ALI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5 
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